LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Yth. Para Pimpinan Lembaga Negara;
Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
Jaksa Agung Republik Indonesia;
Panglima Tentara Nasional Indonesia;
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Para Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
Para Pimpinan Lembaga Non Struktural

Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
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Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah diundangkannya
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20I8 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021, diperlukan penjelasan untuk

memperlancar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin
kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum dalam

pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  setelah
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diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka
perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penjelasan atas
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dalam
pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  setelah

diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan
hukum, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan
hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan setelah
diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi proses Pengadaan
Barang/Jasa melalui Swakelola atau Penyedia mulai dari
Perencanaan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, sampai dengan
Pelaksanaan Kontrak pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021.

4. Dasar

a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);

g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 765);

i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

j.  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 767);

k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun
2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 769);

m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770);

n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui
Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang
Bangun Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1121); dan

o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).

Pada saat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mulai berlaku
pada tanggal diundangkan, ketentuan dalam Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
serta semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap
berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti
dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
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6.

Proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan

berdasarkan:

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui
Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang
Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana,;

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana;

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

d. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3
Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender,
Seleksi, dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya/Jasa Konsultansi;

e. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4
Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui
Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya/Jasa Konsultansi; dan

f.  Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5
Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui
Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya/Jasa Konsultansi;

dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Keputusan

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut di atas.
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Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;

) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
4, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
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